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ABSTARAK

Sejak Maret 2020, terjadi lonjakan kasus Covid-19 pada masyarakat Indonesia
khususnya di Kabupaten Pidie yang terpapar virus Covid-19 sehingga membuat
pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Pidie menetapkan berbagai macam
kebijakan penanganan pandemi Covid-19, salah satunya yaitu kebijakan vaksinasi Covid-
19. Kebijakan vaksinasi Covid-19 diambil oleh pemerintah karena dinilai sebagai salah
satu solusi yang dapat meningkatkan kekebalan imunitas tubuh masyarakat sehingga
menimalisir penyebaran virus Covid-19 dan dapat mengembalikan kondisi perekonomian
yang terhambat oleh adanya pandemi Covid-19, kebijakan vaksinasi Covid-19 merupakan
kebijakan pemerintah yang bersifat top-down sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan
Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Meskipun
kebijakan tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah tetapi angka vaksinasi di
Kabupaten Pidie masih relatif rendah dan tidak mencapai 70 persen berdasarkan data dari
Dinas Kesehatan Aceh.

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.
Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan
menggambarkan kedaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi
dilapangan sedangkan pendekatan yang digunakan vyaitu yuridis normatif (Statute
Aproach). Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi,
wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis kebijakan
publik Thomas R. Dye mengenai kebijakan Pemerintah dalam pendekatan elit yang
bersifat Top down maka implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi
yang diberlakukan di Kabupaten Pidie masih belum efektif, dikarenakan Pemerintah Pidie
masih  kurangnya berkonstribusi atau bekerjasama dengan MPU baik dalam
mensosialisasikan maupun kegiatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie,
dimana MPU merupakan mitra kerja kepemerintahan dalam memberikan pertimbangan-
pertimbangan yang berkaitan dengan produk-produk baik itu makanan maupun obat-
obatan yang digunakan dalam pelaksanaan vaksin di Kabupaten Pidie dan MPU juga
memiliki pengaruh besar di lingkup masyarakat Pidie dalam kegiatan vaksin, dikarenakan
masyarakat di Pidie pada umumnya menjadikan ulama sebagai tempat rujukan dalam
konteks spritual, bahkan dalam menyelesaikan persengketaan pun melibatkan pendapat
para ulama. Berbagai kalangan dalam masyarakat baik secara kelompok maupun
individual mereka mempercayai ulama dengan memberikan fungsi sebagai guru yang
dihormati, sehingga dampak dari tidak adanya kerjasama dengan Ulama maka terjadinya
risestensi dari masyarakat Pidie dalam kegiatan vaksinasi Covid-19.

Kata Kunci: Implementasi, Vaksinasi Covid-19, Kebijakan Publik



ABSTRACT

Since March 2020, there has been a spike in Covid-19 cases in Indonesian society,
especially in Pidie Regency which was exposed to the Covid-19 virus, which has prompted
the Central government and the Pidie Regency Government to establish various policies
for handling the Covid-19 pandemic, one of which is the Covid-19 vaccination policy. The
Covid-19 vaccination policy was taken by the government because it is considered one of
the solutions that can increase people's immunity to minimize the spread of the Covid-19
virus and can restore economic conditions which have been hampered by the Covid-19
pandemic, the Covid-19 vaccination policy is a government policy which is top-down as
stipulated in Presidential Regulation No. 14 of 2021 concerning Procurement of Vaccines
and Implementation of Vaccinations in the Context of Mitigating the 2019 Corona Virus
Disease (Covid-19) Pandemic. Although this policy has been implemented by the
government, the vaccination rate in Pidie District is still relatively low and does not reach
70 percent based on data from the Aceh Health Service.

The method used is a descriptive qualitative research method. This type of research
is classified as field research, namely explaining and describing circumstances and
phenomena that are clearer about situations that occur in the field, while the approach used
is normative juridical (statute approach). In the method of collecting data, the authors use
the method of observation, interviews, and documentation.

Based on the results of the study, it shows that based on Thomas R. Dye's public
policy analysis regarding government policies in an elite approach that is Top down, the
implementation of government policies in implementing vaccinations implemented in
Pidie Regency is still not effective. The Pidie Government still lacks contribution or
cooperation with the MPU either in socializing and carrying out Covid-19 vaccination
activities in Pidie Regency, where MPU is a government partner in providing
considerations related to products, both food and medicines used in implementing vaccines
in Pidie Regency and MPU also have influence in the scope of the Pidie community in
vaccine activities, because people in Pidie generally use the clergy as a place of reference
in a spiritual context, even in resolving disputes the opinion of the clergy is involved.
Various groups in society, both as a group and individually, trust the Ulama by providing
the function of being a respected teacher so the impact of the lack of cooperation with the
Ulama is that there is resistance from the Pidie community in the Covid-19 vaccination
activity.

Keywords: Implementation, Covid-19 Vaccination, Public Policy
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal tahun 2020, di Indonesia juga dihebohkan dengan merebaknya virus baru
yaitu corona virus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)." Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengkategorikan virus
corona baru atau corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi setelah terdapat
lebih dari 39 juta kasus dari 189 negara, termasuk Indonesia.> Corona virus adalah virus
yang menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan gangguan pada sistem
pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Corona virus ini dapat menular ke manusia
dan menyerang siapa saja baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil,
maupun ibu menyusui.

Pemerintah Indonesia pertama kalinya mengkonfirmasi pasien positif Covid-19 di
Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi Covid-19 di Indonesia terus mengalami
peningkatan kasus untuk perharinya. Sampai saat ini, kasus Covid-19 di Indonesia
mencapai 4.216.728 kasus positif dan kasus yang sembuh berjumlah 4.039.835 kasus.’

Kasus tersebut telah menyebar di 34 Provinsi di Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi

! Fara Dhania Aulia Dhania Aulia, dkk, “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi
Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas,” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Volume I, No. 1 (2020), him. 32.

2 BBC News, “Covid-19 'terus menyebar', hampir 39 juta kasus terkonfirmasi di 189 negara -
bagaimana upaya negara-negara yang masih alami kenaikan kasus?”, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-
54407978, akses 1 Oktober 2021

% “Antara News,” https://www.antaranews.com/covid-19, akses 1 Oktober 2021.


https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54407978
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54407978

Aceh dengan jumlah kasus Covid-19 yakni sebanyak 37.692 kasus dari 23 Kabupaten/Kota
yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota.*

Dalam konteks Negara Indonesia, instrumen hukum perihal “keadaan bahaya” dan
“hal ihwal kegentingan yang memaksa” dapat ditemukan landasan hukumnya dalam Pasal
12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945). Pasal 12 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-
syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kondisi kedaruratan akibat Covid ini, pemerintah telah menetapkan virus corona
(Covid-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020
tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.’
Sebelumnya Presiden juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan dan kebijakan,
diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. ©

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan

Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

* Ika Amalia, dkk, “Peran religiusitas bagi masyarakat Aceh dalam menghadapi pandemi Covid-19,”
Jurnal Diversita Vol. VII, No. 1 (2021), him. 80.

®> Aminuddin Ilmar, Memahami Kebijakan Pemerintah: Dalam Menangani COVID-19 (Makassar:
Phinatama Media, 2020), him. 41-43.

® Amalia Azmi Sitorus, “Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-
19,” Jurnal Renaissance Vol. VI, No. 1 (2021), him. 722.



Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019.

Dengan meluasnya penularan Covid-19 hingga keberbagai pelosok negeri,
pemerintah pun cepat atau sigap dalam menangani hal tersebut untuk mengurangi
penyebaran Covid-19 yaitu dengan cara mencari anti virus tersebut sehingga ditemukannya
antibiotik yang dapat mencegah penularan yang bernama vaksin Covid-19.2 Tujuan dari
pada vaksinasi ini yaitu menurunkan infeksi Covid-19 serta menurunkan angka kesakitan
dan kematian Covid-19.

Vaksin ini digunakan untuk kesehatan pada tubuh manusia serta kekebalan imun
pada tubuh, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap
orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan

adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, kesediaan farmasi dan alat

" Ahmad Fauzi, “Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Implementasi kebijakan
dalam Penanganan Pandemi COVID-19,” Jurnal llmu Administrasi Negara Vol. XVI, No. 1 (2020), him.
176-177.

8 Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau
masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah
diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan
kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu sedangkan
Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan
kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan
penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (5) pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).



kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah
daerah, atau masyarakat. Maka dari hal tersebut di keluarkannya antibiotik yaitu vaksin
Covid-19.°

Dalam proses pembuatan vaksin memang melalui beberapa tahap sampai vaksin
tersebut dapat diproduksi dan diterima secara global, begitupun dengan pengembangan
vaksin Covid-19. Vaksin sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah
penyakit menular membuat pengembangan dari vaksin untuk memerangi infeksi SARS-
CoV-2 yang sangat diperlukan. Sejauh ini lebih dari 40 perusahaan farmasi dan lembaga
akademis di seluruh dunia telah meluncurkan program pengembangan vaksin mereka
melawan SARS-CoV-2.%

Permasalahan vaksin di Indonesia sangatlah pesat, dimana dalam rangka memutus
penularan Covid-19 pemerintah Indonesia akan melakukan vaksinasi kepada penduduk
Indonesia tentunya diseluruh provinsi hingga kabupaten kota. Pemerintah Indonesia telah
membuat peta jalan untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin, menyebutkan bahwa rencana vaksinasi di Indonesia akan dilakukan dalam

dua periode. Hal tersebut sudah dikonsultasikan kepada Indonesian Technical Advisory

° Dian Kus Pratiwi, “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di
Indonesia,” Amnesti Jurnal Hukum Vol. 111, No. 1 (2021), him. 39.

19 Tania Tamara, “Gambaran Vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada Juli 2021,” Medical Profession
Journal of Lampung Volume XI, No. 1 (2021), him. 180.



Group on Immunization (ITAGI) yang bertugas memberikan nasehat/advice kepada
Menteri Kesehatan. Periode pertama akan dimulai pada Januari sampai dengan April 2021.

Pada dewasa ini, yang menjadi target pertama kali dalam mendapatkan vaksinasi
adalah tenaga kesehatan, petugas public yaitu petugas yang sulit menjaga jarak secara
efektif dan penduduk lanjut usia di atas usia 60 tahun serta masyarakat dengan resiko
penularan tertinggi berdasarkan menurut kategori tempat tinggal mereka.

Pemerintah yang diharapkan untuk berperan secara terus menerus dan konsisten
untuk membuat suatu himbauan pentingnya vaksinasi bagi kesehatan masyarakat,
utamanya pada lansia yang mana rentan akan terkena serangan penularan serta pada tenaga
medis dan tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit yang merawat pasien Covid-19,
karena dengan adanya vaksinasi ini dapat menimalisir dan mencegah penyebaran Covid-
19 kepada masyarakat luas.

Mengenai vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia tentunya memeliki
tiga tahapan vaksinasi dengan jenis obat yang digunakan di Indonesia yaitu vaksin
Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Novavax Inc, dan vaksin Sinopharm.' Penetapan
keenam vaksin Covid-19 tersebut berada dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor Hk. 01.07/Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk

Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

' Dapat dilihat pada Pasal 1 pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Hk.01.07/Menkes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)



Pada penetapan vaksinasi ini juga pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19). Perpres ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam
Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain
ketentuan dalam Pasal 4 mengenai pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 yang
dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga/badan internasional, kerja sama dalam
rangka penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 serta kerja sama untuk penyediaan
vaksin Covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi Covid-19.%?

Selain perubahan pada Pasal 4, terdapat penambahan Pasal 11A. Pasal 11A mengatur
mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam hal pengadaan vaksin dilakukan
melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia,
atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyedianya mempersyaratkan adanya
pengambil alih tanggung jawab hukum serta perubahan mengenai pengaturan uang muka
diubah dalam Pasal 19 Perpres ini.

Selanjut di antara Pasal 13 dan Pasal 14 juga disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 13A
dan Pasal 13B yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak

mengikuti vaksinasi. Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran

'2 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



penerima Vaksin Covid-19 dilakukan oleh Kemenkes. “Setiap orang yang telah ditetapkan
sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19”, kemudian bunyi Pasal 13A ayat (3)
kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasar penerima vaksin yang tidak memenuhi Kriteria
penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia. Dan
pada ayat (4) menyebutkan “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima
Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian
pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan
administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda”. ™

Kemudian dipertegas kembali dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh
Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 yang termuat dalam Surat Edaran Nomor 16
Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Artinya setiap yang melakukan perjalanan dalam
negeri (mudik) harus melaksanakan vaksinasi pertama, kedua dan ketiga, vaksinasi ketiga
(booster) ini merupakan salah satu kewajiban oleh pemerintah dalam melakukan perjalanan
dalam negeri, tetapi fakta empiris di lapangan berdasarkan data dari dinas kesehatan Aceh

di Kabupaten Pidie masyarakatnya masih minim (rendah) dalam pelaksanaan vaksinasi

Covid-19 sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Pidie sebanyak 435.492 jiwa serta

3 1bid



kepadatan 141 jiwa/km?®'* Sedangkan data yang dirilis Satgas Covid-19 menunjukkan tiga
daerah seprovinsi Aceh dengan kasus tertinggi adalah Banda Aceh dengan jumlah kasus
6.973 orang, Aceh Besar dengan jumlah kasus 3.895, dan Pidie dengan jumlah kasus 1.480
orang. Ada pun data vaksinasi dari Dinas Kesehatan Aceh sebagai berikut:*®

Gambar. 1.1 Grafik Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1, 2, 3 Pada SDM
Kesehatan, Lansia, Petugas Publik, Masyrakat Rentan dan Umum, Remaja.
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Dari data di atas menunjukkan bahwa, masyarakat Pidie dalam pelaksanaan vaksinasi
belum mencapai 70 persen sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun

World Health Organization (WHQO) dan Indonesian Technical Advisory Group on

4 Kabupaten pidie merupakan salah satu kabupaten yang terletak antara 04.30°- 04.60° lintang utara
dan 95.75°- 20° bujur timur. Luas wilayah kabupaten pidie memiliki 3.086,90 km? Kabupaten Pidie
merupakan salah satu daerah agraris, maka masyarakat hidup dan berkembang dari hasil pertanian.
Kabupaten Pidie mempunyai iklim tropis, pada setiap tahun berlangsung dua musim, yaitu musim kemarau
dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli, sedangkan
musim hujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai Desember, di mana kedua musim ini sejalan
dengan angin barat dan angin timur. Dapat dilihat Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Statistik Daerah
Kecamatan Tangse 2020, (Kecamatan Tangse: Badan Pusat Statistik), him. 1.

1% “Dinas Kesehatan Aceh”, https://dinkes.acehprov.go.id/jelajah/category/3/vaksinasi-covid-19-
aceh.html, di akses pada tanggal 16 April 2022.



https://dinkes.acehprov.go.id/jelajah/category/3/vaksinasi-covid-19-aceh.html
https://dinkes.acehprov.go.id/jelajah/category/3/vaksinasi-covid-19-aceh.html

Immunization (ITAGI) bahwa pembentukan kekebalan kelompok (herd imunity) dapat
tercapai dengan sasaran pelaksanaan vaksinasi minimal sebesar 70%,'® namun Kabupaten
Pidie memiliki salah satu kasus Covid-19 tertinggi dengan jumlah 1.480 orang berdasarkan
data dari Satgas Covid-19 provinsi Aceh.'” Minimnya vaksinasi masyarakat Kabupaten
Pidie dilatarbelakangi bahwa mereke takut dalam melaksanakan vaksinasi dikarenakan
terpengaruhi berita-berita hoax di media sosial seperti yang berkaitan dengan komposisi
bahwa vaksin Covid-19 mengandung bahan berbahaya di antaranya boraks, formalin,
bahkan ada yang menyebutkan vaksin dibuat dari minyak babi. Adapun hoax tentang efek
samping di antaranya adalah kematian, kemandulan, membuat tubuh manusia melemah,
dan membuat pembengkakan pada tubuh khususnya area kaki manusia.

Kemudian dihebohkan kembali dengan isu, khususnya di kalangan masyarakat Aceh
yang dimana berita tersebut tentang Fatwa MPU (Majlis Permusyawaratan Ulama) yang
berisi mengenai vaksinasi dari pemerintah tersebut tidak terjamin kehalalannya.'® Ternyata
pendapat-pendapat tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti ilmiah, hanya berupa dugaan
belaka. Berbagai penelitian yang telah dilakukan tidak menemukan hubungan secara

langsung kejadian-kejadian tersebut dengan pemberian vaksinasi. Selain itu, berbagai

'° Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)

7 “Nusantara”, Kasus Harian Covid-19 di Aceh Melonjak, Total Kematian Capai 1.000, Kasus Harian
Covid-19 di Aceh Melonjak, Total Kematian Capai 1.000 - Kompas.id, di akses pada tanggal 16 April 2022.

18K ementerain Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia”,
https://kominfo.go.id/content/detail/32085/hoaks-ulama-aceh-haramkan-vaksin-covid-
19/0/laporan_isu_hoaks, diakses pada tanggal 16 April 2022.



https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/08/05/kasus-harian-covid-19-di-aceh-melonjak-total-kematian-capai-1-000
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/08/05/kasus-harian-covid-19-di-aceh-melonjak-total-kematian-capai-1-000
https://kominfo.go.id/content/detail/32085/hoaks-ulama-aceh-haramkan-vaksin-covid-19/0/laporan_isu_hoaks
https://kominfo.go.id/content/detail/32085/hoaks-ulama-aceh-haramkan-vaksin-covid-19/0/laporan_isu_hoaks
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teknologi terus dikembangkan untuk membuat vaksin yang lebih aman dan tidak
menimbulkan efek samping.®

Meskipun kebijakan tersebut telah diimplementasikan di Kabupaten Pidie, akan
tetapi masih saja angka vaksinasi di Kabupaten Pidie masih relatif rendah berdasarkan data
dari Dinas Kesehatan Aceh. dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan
mengkaji lebih lanjut masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pelaksanaan
vaksinasi Covid-19 di kabupaten Pidie. Hal ini akan penulis uraikan dalam sebuah tulisan
berbentuk riset dengan judul Implementasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie

(Analisis Teori Kebijakan Publik).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalah yaitu
Bagaimana Implementasi Kebijakan Vaksinasi di Kabupaten Pidie?
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian
Ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan
penjelasan terhadap bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi di Kabupaten pidie.
Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua
aspek, yaitu:
a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa konstribusi

pemikiran bagi Pemerintah dalam keilmuan yakni ilmu hukum tata negara pada

9 Anakardian Kris Buana Devi, Anatomi Fisiologi & Biokimia Keperawatan (Yogyakarta:
Pustakabaru Press, 2017), him. 232.
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umumnya, terutama terkait dengan Peraturan Presiden mengenai vaksinasi pada
masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan
sebagai refrensi bagi peneliti-peneliti hukum (legal research) dan bagi civitas
akademika pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.
b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam
penerapan Peraturan Presiden mengenai vaksinasi pada masa pandemi Covid-19.
Selain itu, metode analisis dengan kajian teori kebijakan publik dalam penelitian ini
dapat digunakan pemerintah, dan penegak hukum serta masyarakat sebagai
pedoman atau bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum.
D. Telaah Pustaka
Tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan penelusuran beragam telaah pustaka
terkait tema mengenai “Implementasi Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Pidie (Analisis
Teori Kebijakan Publik)” peneliti menemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema
peneliti. Namun demikian, peneliti menganggap masih ada ruang yang bisa dikaji dengan
sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Kajian ini bisa dibagi menjadi beberapa
aspek di antaranya aspek efektivitas dan aspek efektifitas dalam pelaksanaan vaksin.
Bagian pertama mengenai aspek kebijakan dalam  pelaksanaan vaksinasi yang
dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya di antaranya yaitu: Pertama, Penelitian
yang dilakukan oleh Chontina Siahaan dan Donal Adrian dengan jenis jurnal ilmiah yang

berjudul “Komunikasi Dalam Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pemerintah
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Dimasa Pandemi (Studi Kasus Pada Kebijakan Vaksin Covid-19)".* Metode yang
digunakan oleh peneliti ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data
observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan
pemerintah tentang vaksin Covid-19 merupakan stimulus yang dapat menghasilkan
persepsi dari masyarakat sebagai target sasaran. Berdasarkan persepsinya bahwa
masyarakat di Kota Palu, Sulawesi Tengah merespon dengan baik terkait dengan kebijakan
penyuntikan vaksin Covid-19 demi Indonesia yang sehat dan sejahtera.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah
Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, Wahyulinar Atika dengan jenis jurnal ilmiah yang
berjudul “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020
Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu pendekatan kualitatif untuk memperoleh
data deskriptif dengan teknik pengumpulan data melakukan studi kepustakaan (literature
review). Hasil dari penelitian ini menunjukkan menurut Dinas Kesehatan Kota Medan
dalam pelaksanaan vaksinasi dilakukan dua tahap. Untuk tahap pertama Pemko Medan
menerima 20.000 vaksin covid-19, dimana untuk tahap pertama di prioritaskan kepada
tenaga kesehatan hingga bertahap ke masyarakat. Tahap kedua, Pemko Medan menerima
96.000 vaksin covid-19, vaksinasi tahap kedua ini juga diperuntukkan bagi petugas

pelayanan publik termasuk aparatur sipil negara (ASN), dan lain sebagainya. Perundang-

%0 Chontina Siahaan dan Donal Adrian, “Komunikasi dalam Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan
Pemerintah Dimasa Pandemi,” Kinesik Volume VIII, No. 2 (2021), him. 158-167.

2! Fitriani Pramita Gurning dkk., “Kebijakan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kota Medan tahun
2020,” Jurnal Kesehatan Volume X, No. 1 (2021), him. 43-50.
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undangan tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam Perpres No. 99 Tahun 2020.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Niken, Putri Mia, Septiana, Reyhan, Argha,
dan Putra dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Vaksinasi
Covid-19 Di Kota Boyolali”?* Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode studi
pustaka dengan pendekatan kulaitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan vaksinasi di Boyolali sudah dapat berjalan dengan baik, dimana sudah
dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah yaitu vaksinasi dilakukan dalam dua
tahapan. Selain itu, prosedur pelayanan vaksinasi juga cukup transparan mulai dari antrian
hingga dapat menerima vaksin.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Chika Putri Aprilia, Tri Sulistyaningsih dan
Salahudin dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Vaksinasi
Covid-19 Di Kecamatan Sangatta Utara Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai
Timur” > Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu pendekatan deskriptif dengan
metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder dan
data primer yang diambil dari wawancara beberapa responden baik dari masyarakat
Kecamatan Sangatta Utara maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Teori yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut George Edward

?2 Niken dkk., “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Boyolali,” Jurnal Syntax
Admiration Volume 11, No. 11 (2021), him. 2139-2144.

%% Chika Putri Aprilia dkk, “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Sangatta
Utara Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur,” Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi
llmuwan Administrasi Negara) Volume X, No. 1 (2022), him. 353-366.
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yang menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan vaksinasi dosis kedua
cenderung menurun karena beberapa hal, salah satunya yaitu sebagian masyarakat hanya
mengikuti vaksin pertama sebagai syarat untuk berpergian keluar daerah. Secara umum,
untuk implementasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara sendiri
sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi
Covid19, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki agar implementasi
vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara semakin lebih baik untuk kedepannya.
Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Meiriza Andarwati, Yaslis llyas dan
Desvanty Rahman dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Kebijakan Pemerintah
Terkait Pemberian Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”.?* Metode
yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan
kualitatif untuk memperoleh data deskriptif Pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (literature review). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Coronavirus disease (Covid-19) merupakan virus yang
menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan dan menjadi masalah global yang
menyebar dengan. sangat cepat. Diperlukan upaya serius untuk menangkal penyakit
tersebut dengan cara mencegah penularannya. Bahaya yang ditimbulkan oleh Covid-19

sangat besar maka sikap pemerintah dalam menangani penularan virus secara lebih luas

?* Meiriza Andarwati dkk, “Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberian Vaksinasi Covid-19 Dalam
Perspektif Hukum Kesehatan,” Syntax Literate; Jurnal limiah Indonesia Volume VII, No. 3 (2022), him.
2075-2082.
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perlu dilakukan segera mungkin. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi
Covid-19 yaitu dengan vaksinasi. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai
vaksinasi di Indonesia sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Vaksinasi sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan dari virus covid-19 yang dapat
mengakibatkan kematian di masyarakat. VVaksin pertama di Indonesia yaitu vaksin Sinovac
yang sesuai dengan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memberikan
persetujuan penggunaan dalam kondisi emergensi (Emergency Use Authorization/ EUA)
dan pemberiannya melalui beberapa tahap di masyarakat.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Cantika Saraswati dan | Nyoman
Sunarta dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Vaksinasi
Covid 19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar”.?
Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode deskriptif kualitatif dan
menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs
web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid 19 di Kota Denpasar sudah

berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari optimalisasi Pemkot Kota Denpasar dengan

menggunakan metode jemput bola demi menjangkau seluruh masyarakat dalam

% Kadek Cantika Saraswati dan I Nyoman Sunarta, “Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19
Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar,” Restorica: Jurnal limiah lImu
Administrasi Negara dan lImu Komunikasi Volume 7, No. 2 (2021), him. 21-27.
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melaksanakan program kebijakan ini melalui sinergitas Pemkot Denpasar bersama
perangkat desa/kelurahan yang menggunakan faskes terdekat maupun ke posko-posko
vaksinasi yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali maupun dinas kesehatan
Kabupaten/Kota sebagai tempat vaksinasi massal sehingga dapat mencakup lebih banyak
masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid 19 dengan itu diharapkan dengan metode
tersebut dapat mepercepat target pemerintah mencapai herd immunity.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Fikri dan Amal Chalik Sjaaf dengan
jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Analisis Swot Mengenai Implementasi Kebijakan
Vaksinasi Covid-19 Di Dki Jakarta”,*® Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu jenis
penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa kebijakan-
kebijakan terkait vaksinasi Covid-19 di kota depok. Kebijakan-kebijakan tersebut nantinya
akan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, and
threat). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan
provinsi dengan ketercapaian vaksinasi Covid 19 tertinggi di Indonesia. Pada 30
September 2021, untuk vaksinasi program total dosis pertama telah yang diberikan
mencapai 116.9% dengan proporsi 65% penerima vaksin memiliki KTP DKI Jakarta.
Kemudian untuk dosis dua telah-mencapai 86.6% dengan proporsi 66% penerima vaksin

ber KTP DKI Jakarta. Sehingga implementasi kebijakan serta kerja sama dengan berbagai

?® Nuraini Fikri dan Amal Chalik, “Analisis Swot Mengenai Implementasi Kebijakan Vaksinasi
Covid-19 di DKI Jakarta,” Syntax Literate; Jurnal limiah Indonesia Volume VII, No. 2 (2022), him. 2863-
2874.
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pihak dan adanya aplikasi JAKI merupakan suatu peluang untuk bisa menerapkan
kebijakan vaksinasi secara maksimal.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Ruliani Siregar dan Indah Prabawati
dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid -19 Di
Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya”,*’ Metode yang digunakan
oleh peneliti ini yaitu metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipan, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam oleh peneliti yaitu teori
implementasi kebijakan menurut teori Merilee S. Grindle yaitu implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of
policy. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indikator content of policy yaitu
manfaat adanya kebijakan vaksinasi mampu menurunkan kasus pasien positif dan
meninggal akibat covid-19 di Puskesmas Kedungdoro. Hal ini juga didorong dengan peran
pelaksana program yang baik dan sumber daya yang sudah tercukupi. Kendala yang
ditemui yaitu tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang karena takut terhadap jarum
suntik, ketakutan penderita komorbid, dan keraguan akan efektivitas vaksin akibat dari
penyebaran berita hoax. Sedangkan dalam indikator context of policy, strategi yang
digunakan yaitu sosialisasi, pembuatan grup whatsApp, door to door dan monitoring

vaksinasi dilakukan melalui aplikasi Pcare dan smile. Proses vaksinasi yang dilakukan

#’ Ruli Ani Siregar dan Indah Prabawati, “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Puskesmas
Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya,” Publika Volume 10, Nomor 2 (2022), him. 471-486.
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Puskesmas Kedungdoro sudah sesuai dengan petunjuk teknis, namun hanya saja kurangnya
persiapan dalam pelaksanaannya. Saran peneliti yaitu puskesmas melakukan sosialisasi
rutin lebih mendalam dengan menjelaskan isi kebijakan yang mengatur vaksinasi untuk
meyakinkan masyarakat terkait pentingnya vaksinasi Covid-19 disertai dengan melakukan
pengawasan penyebaran berita hoax.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Chaula Putri Ananda dan Epa Paujiah
dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Melalui Media
Cetak untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pentingnya Vaksinasi
Covid-79".® Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode pengabdian, metode
kegiatan ini yaitu dengan penyampaian informasi melalui media cetak berupa banner. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat membaca informasi yang dibuat
di perempatan jalan sehingga akan lebih paham mengenai dasar dari kepentingan vaksinasi
Covid-19.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Aprilina Pawestri dan Ida Wahyuliana
dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Kebijakan Kewajiban Vaksin Covid-19 Bukan
Bentuk Pelanggaran HAM oleh Pemerintah”.* Metode yang digunakan oleh peneliti ini
yaitumetode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwakebijakan pemerintah menetapkan kewajiban vaksin

%8 Chaula Putri Ananda dan Epa Paujiah, “Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Melalui Media Cetak untuk
Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pentingnya Vaksinasi Covid-19,” Proceedings Uin Sunan
Gunung Djati Bandung Volume I, No. 32 (2021), him. 53-62.

* Aprilina Pawestri dan Ida Wahyuliana, “Kebijakan Kewajiban Vaksin Covid-19 Bukan Bentuk
Pelanggaran HAM oleh Pemerintah,” Inicio Legis Volume I, No. 2 (2021), him. 183-193.
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tidak bisa lantas di justifikasi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena
masyarakat juga memiiki kewajiban sebagai warganegara di bidang kesehatan
sebagaimana Pasal 9 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009. Diperkuat Komnas HAM dan sejalan
dengan teori yang di sebutkan John Stuart Mill bahwa setiap individu memiliki hak untuk
bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang
lain. Dengan tetap mengupayakan langkah persuasif dengan menimalkan sanksi
administratif

Bagian kedua mengenai aspek efektivitas dalam pelaksanaan vaksinasi yang
dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya di antaranya: Kesebelas, Penelitian yang
dilakukan oleh Dedi Junaedi, M. Rizal Arsyad, Faisal Salistia dan Moh. Romli dengan
jenis jurnal  ilmiah yang berjudul “Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di
Indonesia”.*® Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode analisis kuantitatif
dengan pendekatan regresi ganda dummy variabel digunakan untuk menguji data times
series vaksinasi, kasus, kematian dan kesembuhan pasien Covid-19 periode Desember
2020-Agustus 2021. Hasil dari penelitian. ini menunjukkan bahwa vaksinasi (terutama
dosis 2) dan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)
berdampak signifikan terhadap peningkatan kasus, kematian dan kesembuhan Covid-19.
Secara relatif dampak terhadap kesembuhan lebih tinggi disbanding dampak terhadap

tambahan kasus dan kematian. Tren serupa terjadi ketika menimbang dampak kebijakan

% Dedi Junaedi dkk., “Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia,” Reslaj: Religion
Education Social Laa Roiba Journal Volume IX, No. 1 (2022), him. 120-143.
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PPKM (mikro, darurat dan level 1-4) terhadap peningkatan kesembuhan relatif lebih tinggi
dibanding dampak serupa terhadap tingkat peningkatan kasus dan kematian. Dampak
terhadap peningkatan kasus dan kematian dapat dikatakan sebagai risiko yang perlu
dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan di masa mendatang.

Kedua belas, Penelitian yang dilakukan oleh Nendi Chudori dan Zulbaidah dengan
jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Vaksinasi Covid-19 kepada
Masyarakat Desa Pegadungan Jakarta Barat”.** Metode yang digunakan oleh peneliti ini
yaitu metode pengabdian yang dilakukan yaitu refleksi sosial, perencanaan partisipatif,
serta pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat
memiliki pemahaman serta pengetahuan baru mengenai vaksinasi covid-19, masyarakat
mengetahui fakta-fakta mengenai vaksinasi covid-19, masyarakat menjadi antusias dalam
mengikuti vaksinasi covid-19, dan hal ini pun membuat presentase warga yang sudah
divaksin semakin meningkat.

Ketiga belas, Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Mumpunin, Magdalena Hanoum,
Lucky Purwantini dan Hasan Basri dengan jenis jurnal - ilmiah yang berjudul “Efektivitas
Pentingnya Vaksinasi Dan Penerapan Protokol Kesehatan 6m » 32 Metode yang digunakan
oleh peneliti ini yaitu metode sosialisasi yang dilakukan melalui aplikasi zoom meeting

serta penilaian pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman sebelum dan

3! Nendi Chudori dan Zulbaidah Zulbaidah, “Peningkatan Kesadaran Vaksinasi Covid-19 kepada
Masyarakat Desa Pegadungan Jakarta Barat,” Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung Volume I, No.
10 (2021), him. 150-162.

*? Sekar Mumpuni dkk., “Efektivitas Pentingnya Vaksinasi Dan Penerapan Protokol Kesehatan 6M,”
Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang Volume II, No. 2
(2022), him. 18-27.
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sesudah kegiatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Setelah dilakukan
psikoedukasi didapatkan adanya peningkatan pengetahuan tentang pentingnya vaksinasi
dan penerapan protokol kesehatan 6M yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah soal
yang dijawab dengan benar sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian sosialisasi sudah
memberikan dampak positif bagi masyarakat dan diharapkan keberlanjutan kegiatan ini
dapat dilakukan di masyarakat luas sehingga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat secara

umum

Keempat belas, Penelitian yang dilakukan oleh Raphaeline Murtiastari Riantoby, 1 Made
Buddy Setiawan, Listyawati Nurina dan Prisca Deviani Pakan dengan jenis jurnal ilmiah
yang berjudul “Efektivitas Sosialisasi Vaksin Covid-19 Dalam Menurunkan Kecemasan
Terhadap Vaksinasi Covid-19 Pada Murid Smak Giovanni Kupang”>* Metode yang
digunakan oleh peneliti ini yaitu metode quasi experimental design dengan desain
penelitian nonequivalent control group design yang dilakukan pada murid SMAK
Giovanni Kupang. Sampel pada penelitian ini diambil secara non probability
sampling dengan pendekatan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa tidak terdapat penurunan signifikan tingkat kecemasan terhadap vaksinasi COVID-
19 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontral dengan nilai p = 0,058 pada kelas

eksperimen dan nilai p = 0,083 pada kelas kontrol. Selain itu, tidak ditemukan perbedaan

* Raphaeline Murtiastari Riantoby dkk., “Efektivitas Sosialisasi Vaksin Covid-19 Dalam

Menurunkan Kecemasan Terhadap Vaksinasi Covid-19 Pada Murid Smak Giovanni Kupang,” Cendana
Medical Journal (CMJ) Volume X, No. 1 (2022), him. 174-185.



22

signifikan atas hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu dengan nilai p =
0,783. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yakni tidak terdapat penurunan
tingkat kecemasan vaksinasi Covid-19 pada murid SMAK Giovanni Kupang setelah
diberikan sosialisasi vaksin Covid-19 melalui media video.

Berdasarkan dari kajian-kajian penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji tentang
kebijakan dan efektivitas pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi penanganan Covid-
19 secara umum. Oleh karna itu, peneliti ingin mengamati dan memberi dimensi lain
terhadap pelakasanaan vaksinasi melalui Implementasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten
Pidie (Analisis Teori Kebijakan Publik). Penelitian ini lebih spesifik mengkaji tentang
konfigurasi kebijakan Perpres No. 14 Tahun 2021 dengan menggunakan Teori Kebijakan
Publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menguji Implementasi VVaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie (Analisis Teori
Kebijakan Publik), maka kerangka teori peneliti mengutip teori yang di anggap sesuai guna
memahami objek kajian yang terkait. Kajian ini akan menggunakan teori kebijakan publik.
Ada beberapa definis mengenai teori kebijakan publik oleh para ahli di antaranya yaitu:
pertama, menurut Leo Agustino kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara
para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya.

Tidak hanya itu, kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna
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menghasilkan keputusan yang terbaik.** Kedua, menurut James E. Anderson kebijakan
publik merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh
seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu.*> Namun
dari beberapa teori kebijakan publik dalam penelitian ini yang lebih relevan yaitu teori
kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye.

1. Kebijakan Publik Menurut Thomas R. Dye

Menurut Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik merupakan apapun yang
dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Pulic policy is whatever
governments choose to do or not to do).*® Pengertian tersebut menekankan bahwa
kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik
bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Di samping
itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik.
Sebab, hal itu memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk
melakukan sesuatu.

Dalam memahami formulasi kebijakan publik ada beberapa model-model perumusan
kebijakan publik yang telah banyak digunakan. Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya
Understanding Public Policy setidaknya terdapat sembilan model formulasi kebijakan,
yaitu: (i) model sistem, (ii) model elit, (i) model institusional atau model kelembagaan,

(iv) model kelompok, (v) model proses, (vi) model rasional, (vii) model inkremental, (vii)

% Leo Agustino, Dasar-Dasar implementasi kebijakan, ed. 2 (Bandung: Alfabeta, 2020), him.1.
% James E Anderson, Public Policy Making (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979), him. 3.
% Thomas R Dye, Understanding Public Policy (Prentice Hall, N.J: Englewood Cliffs, 1978), him. 3.
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model pilihan publik, dan (ix) model teori permainan.*’ Dalam bagian ini penulis

menggunakan dua model formulasi kebijakan untuk memaparkan secara garis besar proses

formulasi kebijakan berlangsung hingga menjadi sebuah keputusan yang ditetapkan
sebagai produk hukum berupa kebijakan publik di antaranya yaitu:

a. Model Elit

Menurut perspektif teori elit, kebijakan publik itu tidak lain merupakan cerminan

dari nilai dan preferensi elit yang sedang berkuasa. Argumentasi yang utama dari

teori elit menegaskan bahwa bukan rakyat atau massa yang menetapkan kebijakan

publik lewat tuntutan dan aksi mereka melainkan kebijakan publik itu ditetapkan

oleh elit yang berkuasa dan dilaksanakan oleh pegawai dan badan-badan pemerintah.

Menurut Thomas Dye dan Harmon Zeigler (1975) di dalam bukunya yang berjudul

The Irony of Democracy menyajikan ringkasan teori elit sebagai berikut:

a) Masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama,
mereka yang berjumlah sedikit dan mempunyai kekuasaan; dan kelompok kedua,
adalah mereka yang berjumlah banyak dan kurang mempunyai kekuasaan.

b) Sedikit orang yang memerintah tidak sama dengan massa yang diperintah; mereka
sering disebut dengan istilah elit. Elit secara tidak proporsional diambil dari
masyarakat dengan tingkat sosiopolitik atau sosioekonomi yang lebih tinggi dari

masyarakat lainnya..

" 1bid., him. 15
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c) Perpindahan dari kelompok non-elit ke kelompok elit harus dapat memelihara
kestabilan dan harus menghindari perubahan secara besar-besaran. Hanya non-elit
yang telah diterima dalam “kesepakatan elit” dapat diizinkan masuk dalam
lingkaran pemerintah.

d) Elit membuat kesepakatan berdasar sistem nilai tertentu dan memeliharanya.

e) Kebijakan publik tidak mencerminkan kepentingan atau kebutuhan massa, tetapi
lebih mencerminkan kepentingan dan kebutuhan elit. Perubahan dalam kebijakan
publik lebih merupakan penambahan daripada perombakan.

f) Elit yang aktif mendapat pengaruh langsung yang sedikit dari massa yang apatis.
Elit yang mempengaruhi massa lebih banyak dari pada massa yang mempengaruhi
elit.

Dalam teori ini tergambar jelas bagaimana kebijakan yang dihasilkan hampir
dapat dipastikan akan berwarna kepentingan elit-elit yang berkuasa dibandingkan
dengan kebutuhan dan tuntutan publik. Karena pada dasarnya ketika para elit
merumuskan  kebijakan, ~maka kebijakan-kebijakan yang - diformulasi akan
berorientasi dan menguntungkan kepentingan mereka (antaranya mempertahankan
kekuasaan) hingga kebijakan yang berusaha meminggirkan (partisipasi) publik.
Sehingga gambar konsepsional model ini akan berupa top-down policy, seperti

gambar di bawah ini:*®

% 1bid., him. 24.
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Gambar 1.2 Formulasi Kebijakan Model Elit
Dari gambar di atas dapat disimulasikan menjadi 3 bentuk diantaranya yaitu permata
adanya kebijakan yang di buat oleh pemerintah (elit), kedua kebijakan yang telah di
tetapkan dan implementasikan melalui dinas kesehatan kabupaten pidie (Birokrasi sebagai
pelaksana kebijakan), ketiga yang menjadi penerima beban kebijakan yaitu masyarakat
Pidie, secara otomatis bahwa teori ini sangat relevan dengan permasalahan yang peneliti

kaji dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta
mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti untuk
mencapai keberhasilan suatu karya ilmiah. Berikut adalah beberapa langkah yang harus

dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan
dan menggambarkan kedaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi
di lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian

kualitatif.*°

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang
mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang di teliti bagi menjawab
permasalahan untuk mendapat data-data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan
penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya
sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu
kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya
dengan menginterprestasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti
permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.*’

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif Analitis. Penelitian deskriptif Analitis adalah

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau

lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan

variabel yang lain.

% Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-10 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2010), him. 211.
*0 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2006), him. 9-10.
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Menurut Whitney bahwa metode deskriptif Analitis adalah pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam
masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu,
termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang
berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.** Dalam konteks terdebut yang
akan di deskripsikan yaitu Implementasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie (Analisis
Teori Kebijakan Publik).

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan perpaduan pendekatan yuridis normatif (Statute
Aproach) yang di maksudkan untuk menggali dan mengkaji perturan perundang-undangan
sebagai dasar berpijak dalam meneliti,*> pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan
melihat objek hukum yang menyangkut kebijakan vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi

Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

*1 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1986), him. 8.

*2 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:
Raja Grafindo, 2006), him. 7.
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4. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan
sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari fakta-fakta empiris yang diperoleh
langsung dari lapangan atau lokasi penelitian dengan mewawancarai responden yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data
primer ini adalah daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Adapun lokasi penelitian
berada di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Kemudian penulis mewancarai dari berbagai
pihak di antaranya Bagian Hukum Kabupaten Pidie, Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dan
Majlis Permusyawaran Ulama (MPU) Aceh.

Sumber data sekunder adalah bentuk data yang mendukung atau data-data tambahan
bagi data primer.* Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh melalui kajian
pustaka (library research) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, undang-
undang, artikel, jurnal, dan data-data internet, kemudian dikatagorikan sesuai dengan data
yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah cara pemetaan, penguraian, perhitungan, hingga
pengkajian data yang telah terkumpul agar dapat menjawab rumusan masalah dan
memperoleh kesimpulan dalam penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono,

bahwa teknik analisis data adalah cara yang digunakan berkenaan dengan perhitungan

*8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Ed.1 Cet.5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 106.
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untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam
penelitian.**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif.
Mendeskripsikan data yang terkumpul serta mengklarifikasi  bahan-bahan hukum,
kemudian menguraikan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Diantaranya
yaitu mengklarifikasikan data dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam
permasalahan yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan.
Setelah data terkumpul maka diadakan pengecekan data atau verifikasi data untuk menguiji
validitas data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan menganalisis data yang terkumpul
sehingga dapat disusun dalam kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini dibagi kedalam lima bagian bab yang terdiri dari
beberapa bagian sub bahasan dengan runtutan pembahasan sebagai berikut:

Bab | berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaaah pustaka
(tinjauan literatur) terdahulu sebagai upaya pemetaan secara jelas posisi kajian.
Selanjutnya kerangka teoritik dan cara kerja teori yang dipakai dalam menjelaskan dan

menganalisa permasalahan, pembahasan serta penerapan teori di antaranya yaitu teori

* Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), him.
285.
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kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, kemudian menjelaskan metode penelitian yang
digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab Il pada bab ini memuat tentang pemaparan secara lebih komprehensif dalam
aspek teori yang berkaitan dengan pengertian Covid-19, Vaksinasi, latar belakang lahirnya
Perpres, kedudukan Perpres, serta teori kebijakan publik Thomas R.Dye yang berkaitan
dengan kebijakan peraturan presiden mengenai vaksinasi dalam penanganan wabah Covid-
19, teori ini digunakan untuk dapat menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian
ini.

Bab 111 memaparkan tentang Gambaran Umum Kabupaten Pidie. Pada bab ini akan
menjelasakan tentang Kondisi Geografis, Demografi Kabupaten Pidie, Profil Pemerintah
Kabupaten Pidie, dan Struktur Ulama dan Masyarakat Kabupaten pidie. Selanjutnya Bab
IV memaparkan tentang Analisis Kebijakan Publik Thomas R Dye Terhadap Pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Pidie. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai
Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Pidie serta Peran Majlis
Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pelaksanaan vaksinasi pada masyarakat Pidie.
Kemudian pada akhir bab yaitu bab V yang merupakan bab penutup yang berisi
kesimpulan dan saran atas penulisan tesis ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka

sebagai tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kebijakan publik Thomas R. Dye mengenai kebijakan
Pemerintah dalam pendekatan elit yang bersifat Top down maka implementasi kebijakan
pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi yang diberlakukan di Kabupaten Pidie masih
belum efektif, dikarenakan Pemerintah Pidie masih kurangnya berkonstribusi atau
bekerjasama dengan MPU baik dalam mensosialisasikan maupun kegiatan pelaksanaan
vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie, dimana MPU merupakan mitra Kkerja
kepemerintahan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan
produk-produk baik itu makanan maupun obat-obatan yang digunakan dalam pelaksanaan
vaksin di Kabupaten Pidie dan MPU juga memiliki pengaruh besar di lingkup masyarakat
Pidie dalam kegiatan vaksin, dikarenakan masyarakat di Pidie pada umumnya menjadikan
ulama sebagai tempat rujukan dalam konteks spritual, bahkan dalam menyelesaikan
persengketaan pun melibatkan pendapat para ulama. Berbagai kalangan dalam masyarakat
baik secara kelompok maupun individual mereka mempercayai ulama dengan memberikan
fungsi sebagai guru yang dihormati, sehingga dampak dari tidak adanya kerjasama dengan
Ulama maka terjadinya risestensi dari masyarakat Pidie dalam kegiatan vaksinasi Covid-

19.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan sedikit saran kepada

pihak yang terlibat dalam kebijakan pelaksanaan vaksinasi, baik kepada pihak pemerintah

dan jajarannya maupun kepada masyarakat.

1.

Untuk pihak pemerintah kabupaten Pidie serta perangkat lainnya yang terlibat dan
yang diberi amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, penulis
menyarankan untuk lebih memperhatikan masyarakat disekeliling yang sekiranya
masih membutuhkan arahan dan tuntunan tentang pentingnya program vaksinasi dan
kemudian Pemerintah Pidie juga harus saling berkonstribusi atau bekerjasama dengan
pihak MPU baik dalam mensosialisasikan vaksin maupun dalam pelaksanaan
vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Pidie, artinya pemerintah harus saling
bekerjasama dalam segala hal khususnya pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Kepada masyarakat Pidie khususnya yang belum melaksanakan kebijakan vaksinasi
yang sudah tertera sebagai peserta wajib vaksin, ada baiknya jika masyarakat Pidie
mau bertindak kooperatif terhadap peraturan yang ada dan bekerja sama dengan
pemerintah untuk memutus dan mencegah penyebaran virus corona, supaya kembali
tercapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman serta dengan kondisi negara
yang pulih. Masyarakat juga harus lebih selektif dalam memilih berita yang dapat
dipastikan lebih dahulu kebenarannya, bisa dengan cara bertanya kepada orang yang
lebih paham atau memang berada pada bidangnya, maupun hanya melihat informasi

dari sumber yang terpercaya dan sudah jelas asalnya dari pemerintah. Sebab kebijakan



131

Peraturan Presiden ini adalah upaya terakhir dari pemerintah untuk mengembalikan
keadaan Kabupaten Pidie seperti semula, baik dari sektor ekonomi, pendidikan,

keamanan, dan yang terpenting dari segi kesehatan.
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